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I. LATAR BELAKANG 

Hak mempero!eh 1nformas1 merupakan hak asasi manusia dan ketelbukaan 
1nformasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang 
men1un1ung bnggi kedaulatan rakyat 
Oalam rangka mewuJudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah 
menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketelbukaan 
lnformasi Publik. 
Dengan Adanya Undang-vndang 1n1, d1harapkan partis1pas1 put:tl1k tefhadap 
pert)'illenQ9Braan fl098rB akan 11emakin optimal. yang pads akhimya dapat 
mendorong terwujudnnya penyelenggaraan Negara yang tnmsparan, efektif, 
efesien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang 
N01110r 14 Tahun 2008 memberikan jaminan kepada setiap warga negara 
untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik Masyarakat secara 
individu dan inslilusi dapat meminta dan memperoleh infonnasi yang 
dibutuhkan dari bahan-bahan publik. 
Undang-Undang telah memberikan landasan hUkUm terhadap hak setiap 
orang untuk dalam menyechakan dan melayan1 pemohon informas1 publik 
secara tepal Tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 
Terkait dengan itu, PPID Pembantu Kecamatan Lumajang Kabupaten 
LumaJ&ng menetapkan standar Operasional Prosedur layanan informas1 
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publlk. 

II. DA.SAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nooior 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi 

Pubhk (lembaran Negara Repub�k lndones.a Tahun 2008 Nomor 61. 

tambahan lembara Negara Nomor4846) 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 122. Tambahan lembaran 

Negara Nomor 5038) 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran 

Negara Nomor 5071) 

4. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart 

Layanan lnformasl Publik 

5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pelayanan Publ1k 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Looiajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkal Desa. 
7. Peraturan Bupab Lumaiang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di l.Jngkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumaiang. 



8. Peraturan Bupati lumajang Nomor n Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Oinas 

Komunikasi dan lnformatika. 

9. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.451122/42712!2017 tentang 

Slandart Operasional Prosedur Pelayanan lnformasi PubUk Pejabat 

Pengelola lnformasi dan Ook001entasi di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang. 

10 Keputusan Bupati lumajang Nomor 188.451112/427.12!2017 lentang 

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi ( PPID ) di lingkungan 

Kabupaten Lumajang 

Ill. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 
Slandart Operasiooal Prosedur ( SOP ) Pelayanan lnformas1 Pubhk rm 
sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan 
wewenang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi ( PPID ) 
Pembantu pada Kecamatan Luma1ang Kebupaten lumajang dalam 
menyediakan informasi malalui mekamsme pelaksanaan kegiatan 
Pelayanan lnformasi Publik. 

2 Tujuan 
Slander Opresional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk: 
a. Mendorong tefWUJudnya implementasi Uodang-Undang 

Keterbukaan lnformasi Pubhk secara efektif dan hak-hak publik 

terhadap 11formasr yang berkualitas dapat lefpenuhi dengan baik 

b. Memberikan standar bagi PPIO Pembantu pada Kecamatan 

Lumajang Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Pelayanan 

lnformasi PubHk. 

c. Meningkatnya pelayanan mformasi publik dihngkungan Kecamatan 

Lumajang Kabupaten lumajang 

IV. MAKLUIIAT PEL.A.YANAN 

Maklumat pelayanan Kecamatan LI.lmajang Kabupaten lumajang : 
"Kecamatan Lumajang Kabupaten lumajang esap melayani masyarakat 
sesuai dengan standart pelayanan dengan mengedepankan transparansi dan 
akuntabilrtas serta peraturan perundang-t,ndang yang beriaku" 

V. DESK LA.YANAN INFORMASI PUBLIK 

Untuk memeouhi dan melayani permmteen dan kebutuhan 
pemohon/peogguna informasi pub�k. PPID Pembantu Kecamatan Lumajang 



1nfo1Tnas1 publik di Kantor Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang JI. 
Ahmad Yani No 9 Lumajang. Selain rtu PPID juga membetikan layanan tidak 
hmgsung melalui media antara lain menggunakan telepon { 0334) 881 127, 
Fax ( 0334) 881127 Email: kec lumaJang@luma1ang go Kl 

VJ. PROSEDUR PELA.YANAN INFORMASI PUBUK 

Pelak&anaan 
No Kegiatan Desk layanan """"' PPID Peala··anan IP 

Menenma Pem11rrtaar1 ll'lforrna51 , 
1 Publ1k I IP l I Mul!li • 
2 M&leporkan kepada penanggu,g I 

Mengrntrus1kan untuk 
3 mempersJapkan segala sesuatu I ··--- te{l(.ait ... ---an taan LP 

Menginfonnalkan ke dnk unluk • 4 mem lebth ran•,. • 
s Menghubung1 Pemohon IP I I 

' Me\apoooln kepada p11T1p111an 
I 

I Selesal 

Untuk melaksanakan pelayanan lnformas1 per1u didukung oleh Front Office 
clan Back Office yang baik.88 
a. Front Office, mehpuf : 

1 Desk Layanan Langsung 

2. Desk Layanan Melalui Media 

b. Back Offloe, Meliputl . 
1. Bidang Pelayanan lnformasi clan Dokumentasi 

2. Bidang Peogolah Data clan Penyaji lnfonnasi 

3. Bidang Pengacluan clan Penyeesaian Sengketa lnformas1 

VII. WAKTU PELAYANAN INFORMASI 

Layanan permohonan informasi pada PPID Pembantu Kecamatan Lumajang 
Kabupaten Lumajang clilaksanakan pada hari kerja, mula1 Sernn sampai 
Jumat, dengan ketentuan waktu sebaga1 benkut: 

1 Senin - Kamis 

a. Jam Layanan: 07.30-15.30WIB 
b. lstirahat, Shala!, Makan : 12.00 WIB-13.00 WIB 

2 Jumat 

a. Jam Layanan • 07.30 WIB -11.00 WIB 



vm. MEKANISME PERMOHONAH INFORMASI PUBUK 

1 Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi meogisi formulir 
permintaan informasi dengan melampirican fotocopy, KTP Pemohon 
dan pengguna informas1; 

2. Petugas memberikan Tanda Bukti penermaan Permintaan lnfom,asi 
Publlk kepada pemohon informas1; 

3 Perugas memproses permintaan pemohon sesuai dengan formulir 
pennintaan informasi publik yang tetah di tandatangani oleh pemohon; 

4. Petugas menyarahkan informasi. J1ka informas1 yang dmmta masuk 
da1am kalegori 
dikecualikan PPID Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

5. Petugas membenkan Taoda Bukti Penyarahan lnformasi Publik 
kepada pemohon I pengguna informasi publik. 

VIII. JANGKA WAKTU PENYEI ESAIAN 

Proses penyelesaian untuk memenuhi pennmtaan pemonon informasi public 
dilakukan setelah 
Pemohon informasi publik memenuh1 persyaratan yang telah drtentukan; 

1 Wakb.J penyelesaian dllaksanakan paling lambat 10 ( Sepuluh ) hari 

kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelota lnfonnasidan 

Dokumentas1 (PPID). Pembantuakan menyampa1kan pembentahuan 

yang bertenen informas1 yang d1minta berada dibawah penguasaannya 

atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang wakhl paling lambat 

7 (tujuh) harikerja; 

2. Penyampaikanlpendistribuslan/penyerahan informasi publik kepada 

pemohon informasi Publik dilakukan secara langsung, metalui email, 

fax, ataupun Jase pos 

X. BIAYA TARIF 

PPID Pembantu Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang menyediakan 
informasi pubhk secara gratis ( tidak dipungut biaya ) dan dapat di 
mengaskes melalui website yang teraedia. 

XI. LAPORAN OPERASIONAL LA YANAN INFORMASI PUBLIK 

Pengelolaan hasi! transaksi penyelenggarakan pelayanan publlk d1lakukan 
melalui pernbuatan laporan tahunan pelaksanaan rugas pelayanan mformasi 
publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap tahun membuat japcran 
hasil pelaksanaan tugas pelayanan infonnasi publlk d1sampalkan kepada 
Pejabat Pengelola lnfonnasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Komisi 
lnroITT\S&i Provinsi. laporan tersebut memuat informasi mengena1 permintaan 
1nformas1 publik yang sudah d1penuh1, tindak lanjut dari permintaan yang 
belum d1penuhi , peootakan permintaan informasi pubhk drsertai dengan 



alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuh1 setep 
penmntaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
peraturan perundang-1..1ndangan. 

XII. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK 

Seliap pemohon lnformasi Publ!k dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis k.epada atasan Pejabat Pengelola lnfonnasi dan Dokumentasi 
Pembantu berdasarkan alasan benllut : 

a. Penolakan alas permintaan mformasi berdasarkan alasao pengecua1ian 

sabagaimana di maksud dalam peraturan perundang - undangan yang 

bertaku; 
b. Tidak d1sed1akannya 1nformasi berkala senBga1mana dimaksud dalam 

pasal 9: 
c. Tidak ditanggapi pennintaan mfornael; 
d. Permintaan informasi ditanggaJJi lidak sebagaimana yang diminta, 

e. Tidak dipenuhinya pennintaan informasi; 

f Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 
g Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam 

Undang - Undang ini. 
XIII. PENUTUP 

Sebagal Sadan Publik, Kecamatan Lumajang Kabupaten LllmaJBng 
senanliasa meningkatkan kualitas pelayanan pubhc, terutama dengan 
memberikan akses bagi masyarakat dalam memperoleh lnfomlas1 yang 
memadai 
SOP pelayanan lnformasi Publik PPID Pembantu Kecamatan Lumajang 
Kabupaten Lumajang 1n1 W8Jlb d�ad1kan pedoman bagi semua Tm 
Pelaksana PPID Pembantu pada Kecamatan Lum ajang Kabupaten 
Lumajang dalam menyelenggarakan pelayanan informasi, pengeloaan. 
pendokumentasian, pengaduan dan penyelesa1an sengketa informasi. 

PPID PEMBANTU KECAMATAN LUMAJANG 


